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(1) Sistem Pelaksanaan untuk Pembangunan Kota

Variasi Sistem Pelaksanaan Pengelolaan KASIBA

Ada 3 sistem alternatif pelaksanéan yang penerapannya akan dikaji untuk setiap pembangunan
kota skala besar. Antara lain bisa berupa “Land Readjustment (L/R), “Land Pooling” (L/P) dan
pembangunan model rcalestat biasa. KASIBA juga scbagai salah satu alternatif pembangunan

kota skala besar yang bisa juga dipahami scbagai sistem pengelolaan pcmbangun'm kota skala
besar dengan mencrapkan 3 sistem pelaksanaan pada LISIBA.

Perbedaan jelas antara sistem-sistem pelaksanaan adalah terletqk pada pengelolaan tanah dan
sistem swadana (self finansing). :

,- (2) Slstcm Pelaksanaan KASIBA

Ada 7 variasi Sistem Pembangunan Kota dcngan cara 51stcm pengelolaan KASIBA sepem
: dlgambarkfm berlkul

Tabél 2.2.1 Variasi Sistem Pengembangan Pengelolaan KASIBA

KASIBA " Varlas! Sistem -~ | Perencanaan Pembangunan Prasarana | Manajemien --Ban uﬁén{."‘raﬁaﬁ _
sistem . © Pengembangan . - kawasan . Primer dan Sekunder Tanah ’ Do Bunan :
System-3 | I. Prasarapa Utama + ; ) i ToomETTmmTmE
o Tanah ' ' Pengembang
System-2 | 2. Prasarana Utama + S
) kv - Pemilik Tanah -
3. Prasarana Utama + “Land o :
Land ooling™ Pemilik Tanah
Pooting p g o U
4. Prasarana Utama + Pembelian R
Pengembang tanaholeh ..° | Pengembang .
e ) S peéngembang S S
System-1 | 5. Variasi 4 ...~ Pembangunan Prasarana | Pembelian Do T
... ](Pengembang) . .- Primer dan Sekunder oleh | tanah oleh Pengembang -
' s pengembang - " | pengembang i i
6. Variasi 2 (K/T) Pembangunan Prasarana : : 1
RO Primer dan Sekunder olch Pemilik Tanah =
Sisfem 7. Kombinasi 1 dan 6 N :
Kombinasi | .- . B Pengembang dan
Pemilik Tanah 1
Lingkop KASIDy

e Pnsarann Primer dan Sclmnder H .!aringnn Prasarana Llngkungan Primer dan Sekunder :

S:slem pembangunan kota bervana51 tergantung pada lmgkup pengelolaan KAS]BA dan snstem '

B utarma dalam pelaksanaan menyangkut : 1) Pembebasan Tanah dan 2) Kcterllbatan Pemlllk 1anah
(Konsohdasn '13nah / Land Poolmg atau kemltraan) : : -
- _KASIBA Srstem 3 :

1) KASIBA dengan membebaskan tanah dan membangun prasarana mcnjadl LISIBA

E Sistem ini adalah sistem dasar dari KASiBA sebagalmana dimaksud oleh UU No. 411992,

- Berkenaan dengan UU, hal ini dﬂer_;emahkan bahwa pengembang swasta (mvestor) diundang

o untuk membangun LISIBA d:mana tanah dan prasarana lmgkungan prlmer serta sckundcr sudah :
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disiapkan. Pengelolaan KASIBA menyangkut beberapa kegiat_an antara lain pembebasan tanah,
pembangunan prasarana, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan LISIBA.

KASIBA Slstem-Z

“Prasarana lingkungan pmner dtsmpkan oleh Badan Pengelola KASIBA sementara tanahnya

tanggung jawab pcnyclcnggara LISIBA Benkut ini ada 3 snstem pclaksanaan yang dmsulkan
untuk dlpemmbangkan : :

-2) Konsolidasi Tanah ) R : '
Sistem ini dimasukkan dalam UU No 4/1992 scbagal penggantl pcmbcbasan t'mah olch Badan
Pengelota KASIBA. Sistem Konsolidasi Tanah ditawarkan sebagai antisipasi bahwa pelaksana
proyek akan menghadapi kesulitan dan persoa!an dalam pembebasan tanah sebagaimana
. pengalaman dari proyek- proyek pembangunan masa lalu seperti pembangunan realestat  yang
juga dialami oleh proyck pembangunan perumahan oleh Perumnas. Kesulitan dan persoalan
~ kadang-kadang menjadi ancaman nyata bagi kclangsungan pcmblayaan proyek sebagaimana
dnbahas pada baglan anallsm l\euangan :

Dalam kasus proyck pcmbangunan rcal cstat dcngan dmuhkmya ijin lokasi, pengembang -
realestat ‘diberikan semacam “hak istimewa” untuk membeli tanah dan membangunnya atas -
* persetujuan BPN. Boleh jadi Badan Pengelola KASIBA akan menerima hal yang sama seperti ijin
lokasi. Namun demikian dilaporkan bahwa kendati pengembang realestat sudah memiliki ijin
lokasi, tetap saja para pengembang tetap mendapat kesulitan dan persoalan dalam pembebasan
tanah. Olch karena itu sehubungan dengan KASIBA agar ‘menjadi efektif dan lancar, Badan
Pengelola KASIBA harus diberikan “Hak Istimewa” yang lebih kuat untuk membebaskan tanah

atau (kalau memungkmkan hak pengambil allhan) atau pelepasan hak atas fanah dari para pcmlhk
tanah I N T : o

| 3) Kemltraan dengan Para Pemlhk 'lanah i e CL
Selain Konsolidasi Tanah yang dllakukan oleh para pemlllk tanah scbagalmam dmyalakan '

_ sebelumnya ~ kemitraan “dengan - Badan Pengelola - KASIBA atau . dengan

pengembang/penyelenggara LISIBA, adalah Salu kemungkinan untuk méhangani masalah
. pertanahan dari masing-masing variasi (3) dan (4). Dalam skema kemitraan, para pemilik tanah
secara bersama-sama mempercayakan kepada Badan Pengelola LISIBA untuk memanfaatkan dan
' mengembangkan lanalmya dengan pamnh setelah dllaksanakan proyek KAS]BA

4) Pembangunan Realestat RN L . .
- Dalam keterlibatan sektor swasta, para pengcmbang realestale dlundang dalam penyelenggaraan o
- LISIBA termasuk membebaskan tanah, sesudah itu dlbangun prasarana utama olch Badan
. Pengelola KASIBA, sebagaimana pembangunan realestate  yang biasa dllakukan oleh
- pengembarig dengan ijin lokasinya. Variasi (4) ini dlterapkan pada KASIBA yang dltetapkan '
tcrmasuk pembangunan realcstatc dengan 1_}m loka51 sepertl yang telah dlsampalkan sebelumnya E

Modifikasi sistem yang dlsebut dlatas berdasarkan kemampuan ﬁnansnal Badan Pengelola N

KASIBA dan beratnya beban kerja agar KASIBA dapat berjalan | lancar. Pembangunan realestat - |

_ atau variasi (4), dan L/R alau variasi (2) dlperkenankan untuk memperluas kegiatannya men_]adl

LISIBA-LISIBA. - Dengan demlklan KASIBA - akan (erdm atas. beberapa LISIBA yang -

B dlsclcnggarakan mclalm 31stem realcslat dan L/R serta beberapa prasarana utama yang dlbangun ' o
: pada kawasan pengembangan Dalam berbagal vanasn tugas utama Badan Pengelola KASIBA
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adalah bagaimana mempromosikan, memonitor, mengawasi dan memandu pelaksanaan realestat
maupun pelaksanaan L/R.

'5) Modifikasi dari 4)
Pengembang swasla diundang untuk mcmbangun KASIBA termasuk prasarana lingkungan
primer seperti prasarana l||1gk11|1gﬂ|1 sckunder di LISIBA sesuai dengan Rencana Induk KASIBA.

6) Modifikasi dari 2) o o

KASIBA dlbagl kedalam bcberapa distrik yang akan dnkembangkan secara Konsol:dam tamh
(L/R) sesuai Rencana Induk KASIBA, termasuk prasarana lingkungan pnmcr dan sekunder Jadl
prasarfma dibangun mclallu Konsolidasi tanah (LIR)

7 Kombmasn dari 1) dan 2) :
Usulan terakhir adalah kombinasi variasi (1)+(6) Pcmbebasan tamm L/R. Bldang—bld'mg tanah
yang akan dijual oleh pemiliknya, dibeli terlebih dahulu oleh Badan Pengelola KASIBA atau
Perumnas tanpa ada pengambilalihan hak. Bersamaan dengan pembcllan tanah, L/R dapat
dilaksanakan, termasuk tanah- 1anah yang dlperjualbellkan ataupun yang tidak diperjualbelikan di
KASIBA schingga prasarana utama dapat dibangun melalui L/R dan tanah-tanah yang telah
dibcbaskan oleh Badan Pengelola KASIBA atau Perumnas dipetak-ulang atau dikonsolidasikan
datam LISIBA dan pada akhirnya LISIBA dapat diwujudkan. Hal ini dirancang untuk menutupi
kekurangan dalam pembebasan tanah serta sckaligus untuk memperkuat pemuhhan blaya dalam -
~ pembangunan prasarana melalui penerapan L/R. ,
~ Dapat dikatakan bahwa semua sistem variasi KASIBA seperu yang telah dlbahas dlalas tcrm'isuk
berbagai modifikasinya, akan sangat penting bahwa KASIBA sebenamya fieksibel dan responslf
untuk berbagaz variasi sesuai dengan kcbutuhan dan kondm setempat

(3) Penerapan Kasus kasus var:as; KASIBA

; Beberapa penerapan praklls kasus—kasus variasi srstem KASIBA sehubungan deng'tn SltllaSI
. pembangunan kota di Indonesia, dapat disimak dan dijelaskan di bawah, - :
. Secara spesifik variasi KASIBA akan dirancang lebih praktls untuk berbagal kendala yang akan '
© - terjadi dalam pembangunan kota sehubungan dengan ijin tokasi, aset bank dan propertl yang telah
diambil alih oleh BPPN (badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan meningkatnya kesulitan -
dalam pembelian tanah akibat semakin sadamya hak hak pemilik tanah pada era rcforn1a31
- sekarang ini. .

Dari tabel ini, Ja‘uaSIh adalah calon lokast untuk varasi : X- 2 atau X- 6 sementara Parung Panjang
' adalah calon untuk variasi X 7. : - -
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Tabel 2.2.2 Variasi calon Kawasan untuk KASIBA_

Modil'_lkasi X-4

ada rencana untuk diatur kembali atau disatukan dengan kota
baru (didekatnya)

Variasi KASIBA Kawasan yang dikembangkan Catatan -~ :
Variasi X-1 Bidang tanah dalam luasan besar le!ah dlperoleh/dlmlhh Perumnas, BPPN
Prasarana dan tanah Pemerintah di lokasi yang baik dan prospektlf untuk B
PP : berkembang.
: Sebagian besar pemilik tanah seluju untuk menjual tanahnya

Variasi X-2 Pada suatu LISIBA dimana sebagian besar para pemilik tanah | BPN

Konsolidasi Tanah tidak setuju untuk menjual tanahnya. : : . B
Variasi X-3 Para pemilik  tanah  sebagian = besar  setuju untuk Assosiasi Pemilik tanah
“Land Pooling” mengkonsolidasi tanahnyamelalui “Land Pooling” - ' ' e
Variasi X-4 - { Pada kawasan yang ada (sudah dibebaskan) dan sudah | Swasta

Pembangunan Real | memiliki ijin lokasi tetapl pembangunannya “mandeg™ karena

estate fidak ada prasarana (memerlukan inisiatif untuk duadlkan

: : kawasan promosi pembangunan kota) - :

Variasi X-5 Pada kawasan yang ada dan sudah memiliki ijin Ikasi, tetapi | Swasta - -~

Variasi X-6

disatukan dengan kawasan lain menjadi kawasan (kota) baru.

Pada kawasan yang sudah dlbangun sebagtan dan ada mdlkas: Jatiasih (BPN)
Modifikasi X-2 sulit untuk dibebaskan lebih lanjut - C - S
Variasi X-7 - Pada awasan yang sudah dibebaskan tetapi berupa kantong- | Parung Panjang -
Kombinasi X-1dan6 | kantong (luasan-luasan) lersebar dan ada rencana untuk

{Peruminas, BPN) - E

224

Rencana Perbalkan Slstem KASIBA

‘ (1) Struktur dan Komponen Dasar Slstem KASIBA

KASIBA sistem-1 sampai dengan 3 akan dlmantapkan scbageu mstem KAS]BA sehmgg’t
masmg masmg dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kecocokannya dengan memilih 7
~ variasi yang telah diuraikan sebelumnya. Diantara 3 KASIBA sistem yang diusulkan, KASIBA

* sistem-3 adalah yang paling lengkap. Kegiatan pelaksanaan KASIBA Sistem-3 pada dasamya

terdiri atas :

penetapan KASIBA, kedua pembangunan prasarana dan pembebasan tanah, dan

B pcmbangunan _LISIBA Untuk melaksanakan kegiatan terscbut benkut ini adalah subsnstcm yang

dlberlakukan

o
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3. Pengendalian Pengembangan LISIBA

K ;,._,_\-:J___________ .
Peagguna
RumnhIBangunan

System - ) S}';!trﬁ -2
ST Ma;l_e“r_;)!an 7 ir;a;l:plaini R . 1. Lepalisasi Rencans- 1] ]
l.egalisasi KA.SiBA KASIBA LISIBA . Rencana Dzl rencank KASIBA
. R A g
Pelaksanran Pembangunan Pembangunan *
Proyel Prasarana Prasarana a =
I RO ™
H i
IS, 4 i
Pembebasan ' H
L]
Tanah . ) 2. Lnnd_manngemenl 2 .:
" N . . - £
: e s AR W &
[ il
P 1 !- S, SRR : . A : : :,:
. P::S:I:I::: an Pcmbangunan Pembangunan Pembangunan 3, Sistem Perijinan . <
- & e . LISIBA {.ISIBA : l ISIBA dan Peagendalian
LISIBA | eea i L eEA
2 [ . X. Sistern Organliast J ]

‘G.a'm_bar 222 Vakfi_és_i Imp»lementa.l-si Si_stelﬁ Péngefoié:ih KASIBA 7

‘(@) Persetuguan Pemermtah

: Ada 2 hngkah untuk mcndapatkan persctu)uan Pemerlntah menyangkut sister pengesahan
rencana dan pembangunan KASIBA, serta usulan pelaksanaannya Diusulkan kiranya KASIBA
< dan perencanaannya seyogyanya dlmasukkan sebagai bagian dari rencana tata ruang dan disetujui
‘olch Pemerintah Daerah, begitu pula rencana pelaksanaan dan organisasi KASIBA sesuai dengan
' persyaratan peraturan dan hukum KASIBA untuk disahkan Pemerintah Dacrah.
- Perundangan tentang KASIBA mensyaratkan butir-butir diatas kecuali rencana pelaksanaan
- KASIBA yang termas_uk dal_am rencana tata ruang Untuk hal ini dlaiur sebagal berikut :

Tabcl 2 2 3 Persettuuan Pemermtah untuk KASIBA j |

'Pokok pokok yang perlu dlsetmm

ngkup yang, akan disetujul =

- .- UU yang d1berlakukan

. Rencana dan Pembangunan e
S _f KASIBA o

Kepentmgan masyarakat dan

' kesejahteraan sosial, kesesuaian _' Lo
Lo dengan rencana tata ruang, program
- pembangunan kota :

.+ UU tentang Penataan a
g Ruang '

" “'"Rencana Pelaksanaan KASIBA

- dan Orgamsam Badan Pengelola i

* Kelayakan, pencrapan, ]mgkungan

_’dan hak-hak propem SR

“yu tenlang Perumahan -
“dan Permuktman '

e KASIBA RN I

- (KASIBA)

Rencana kota addlah sebuah snstem pemen ntahan bagl kepentmgan masyarakat dan kesejahtcraan
. sosial yang berlangsung secara demokratis dan transparan. Dalam persetujuan KAS!BA dan
Lonsohdasn tanah harus dlrestm masyarakat berdasarkan perundanagan yang ada unluk
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mencapai  kepentingan  masyarakat dan  kesejahteraan  sosial. Ini  dimaksudkan untuk
mcnmgkatkan kemampuan pelaksanaan proyck KASIBA dan Konsolidasi Tamh scbagaimana
sesuai dengan perencanaan tata ruang di Indonesia.

(3) Pengelolaan Tanah | : _ _
Langkah-langkah menyelumh yang harus dllakukan unluk memulal KASIBA sebagal bcnkut

I‘ahel 2.2.4 Langkah langkqh Mcnycleluruh Pcngelolaan Tanah

© Tidak ada paksaan ' ' S ‘Ada paksaan
: -~ (Sistem yang ada) (Sistem yang diurutkan )
I. Pembebasan Tanah . 1 Transaksi tanah yang wajar S . D ‘
secara langsung (Harga tanah sesuai hasil evaluasi Panma)
(Pasar bebas) 2 Sebagai penyertaan modal pada KASH}A

(investasi tanah, kemitraan) - : :
3 Langkah-langkah pelengkap dalam pcmbebasan tanah -
i)i’enggantlan tanah: tukar- lambah relokaSI d1 o
dalam/luar KASIBA
_ 2) Peningkatan kehidupan, konsultasn membuka
SRR __kesempatan ketja dan pelatihan kelrampllan .
2. Pembebasan tanah 1. Ada koordmasn pcnyuluhan oot L L. Penguasaan

dengan melibatkan - _ CEINESRREN ' 2. Ambil-alih
Penerintah R R ol o ,

3. Konsolidasi =~ Kesepakatan dan kerelaan menyumbangkan tanah unluk I, Sebagai kewajiban
Tanah/Land Poolmg Konso]ndam Tanah (l./P) ‘ B IR
we) >

1) Pembebaan tanah Langsung (Pasar bebas) a
- Pembebasan tanah adalah cara yang paling utama dalam pengelolaan tanah KASIBA Pertama o
- Badan Pcngelola KASIBA (BPK) mengupayakan pembebasan tanah sccara langsung Cara-cara
ini dilakukan secara lcgal dan yang penting adalah : 1. Transaksi yang wajar; 2. Penyertaan modal
_dalam proyek KASIBA dan 3, Langkah langkah pelengkap dalam proses pembebasan tanah

Persoalan besar yang menghambat pcmbchan tanah adalah persoalan harga tanah keuntungan o
berlebihan dari spekulator, makelar dan pengembang melalm jual beli tanah atau dari adanya
sitvasi tcnentu yang tiba-tiba memberi harga kenaikan yang luar biasa tetapi kerugian (kehilangan -
kesempatan) bagi pemilik tanah. Dalam rangka upaya mcmfasmtasn sistem pembelian tanah -

~ untuk mengurangi persoalan dlatas pasaran {anah harus berjalan secara wajar dan mantap sesuai
dengan hasil sistem evaluasi yang telah dilakukan. Untuk itu Komisi/Panitia Evaluasi tanah perlu -
dibentuk sehingga harga tanah yang wajar yang diterima kedua belah p|hak dalam Jual bell antara '

- penjual dan pembeli pada smlem netral dan lerkendall .

Scbagal tambahan se!ama proses negosnasn pembebasan tanah bcbcrapa alternatnf harus :
~ ditawarkan untuk tidak diputuskan terlebih dahulu selama masa pcnchtlan sebelum penetapan -

resmi, Ini juga temlasuk kemungkman kemgman terhba( dalam pcrnbangunan KA?]BA sebagai e

penanam modal (investor), penjaminan tanah dan kemltraan atau kemungkman mengadak'm
~ langkah-langkah untuk saling menukar tanah (pertukaran tanah relokasi di luar KASIBA) atau
~ dukungan pemberdayaan kehldupan/mala pencahanan pemlhk tanah melalm konsullasr
-' pcnempatan kerja dan pelatlhan ketramp:lan) : : - SRR R

LA
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2) Pembebasan tanah dengan melibatkan Pemerintah S '

Cara lain yang paling baik bagi langkah-langkah BPK sebagaimana dmyahkan dlatas ad'llah
'\pablla BPK gagal membebaskan seluruh tanah dari tokasi yang akan dikembangkan.
~ Keterlibatan Pemerintah sangat diperlukan untuk menyelesaikan transaksi (jual-beli) tanah.
. Keterlibatan ini dilakukan scsuai dengan kewenangan yag dimiliki PEMDA dalam mendukung
KASIBA scbagai proyck bagi kepentingan masyarakat. Keterlibatan PEMDA akan mudah
- diterima oleh masyarakat bila KASIBA dimandatkan olch Rencana Tata Ruang seperti yang tetah
. dibahas scbelumnya. Koordinasi dan penyuluhan dari PEMDA merupakan langkah awal,
kemudian dllmd’ik lanjuti dengan penguasaan dan pengambllahhan T

‘5) Konsolldasn 'I‘anah dan “L‘md l’oohng” C

Konsolidasi tanah (K/T) dan Land Pooling (I./P) adalah sistem mana_;cmcn tanah l‘mp‘l melalm
pembebasan tanah. Karena peruntukan tanah dan hak tanah masih tetap fanpa mengganggu mata
pencahariannya, sistem ini lebih diterima oleh pemilik tanah dalam perolehan tanah. Scbagai
sistem manajemen lanah K/T dan L/P diusulkan untuk diterapkan di KASIBA. Penjelasan
mengenai K/T secara detil dltcrapkan pada Bab II dimana ada 2 sistem K/T yaitu : sifatnya
- sukarela dan wajib. K/T sukarela dllakukan dalam kombinasi dengan pembebasan tanah melalm

jual beli. ' - : : -

.' (4) 1j jlll Pembangunan dan Pcngawasan LlSIBA

Satu hal yang l]]Cl]jadl tugas Badan Pengclola KASIBA adaiah mempromo&kan dan mengawam
pembangunan LlSlBA sesudah ditakukan pembebasan tanah dan pembangunan prasarana scbagan
LISIBA. - - - :

ljin pcmbangunan dan pengawasan akan dlrancang sesuai dengan 3 prmsnp KAS]BA yang telah
' dmr’ukan pada bab sebelumnya dan dlgambarkan sebagm benkut

Tabel 2.2.5 PrmSIp prinsip KASIBA dan Pcngawasan LISIBA a

 3PrinsipKASIBA .| . . PengawasanLISIBA . .. ..
Pemulihan Biaya :. . . t.llarga Jual tanah termasuk biaya alaslanahdan pembangunan

(Cost Recovery) R prasarana (sistem-3)
o B 2. Pungutan pembangunan (development charge) nnluk
: : menutupi biaya pembangunan prasarana (sistem-2)

2 +'| Ekonomi Pasar -~ 1. ljin pembangunan (license) diberikan melalui kompehst
(Markel Ecbnomy) ' * beban untuk memilih pengumbang terbaik.

© 1 2. Kompetisi terdiri atas usulan perabangunan dan blaya
Penga\\asan perencanaan 1. Peraturan untuk mengawasi pembangunan LISIBA
Kota e 2. (bakuan fasilitas umum, peruntukan lanah pengawasan
(Clty Piannmg Control} ' pembangunan Iansekap)

' (S) Slstem Pemblayaan o

o 1) Sistem pemblayaan untuk Pembangunan Prasarana dan Kota dl Indonesia

- .~ KASIBA tidak dapat berkembang sendiri tanpa ada pembenahan pada dunia pembangﬁnan real-

 estat di Indonesia. Banyak pos-pos pembiayaan agar KASIBA dapat berjalan baik seringkali bisa
- melebihi dari kapasitas KASIBA itu sendiri. Oleh karena itu yang penting (berkepentingan) bukan
_hanya KASIBA telapi juga tujuan pcmbangunan realestat yang berkelanjutan dan sanggup

- . membangkitkan pembangunan ckonomi lainnya dan peningkatan kuallitas lingkungan kehidupan -

di Indonesm Upaya pcmblayaan dlmaksudkan dalam konteks pembenahan industri rcalcslat
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sebagaimana ditunjukkan berikut;

Para Pakar Real Eslate di Indonesia menyatakan bahwa bom realestat di Indonesia pada masa lalu
penuh dengan spekulasi, rawan, praktek bisnis yang femah, hanya mencari keuntungan tinggi
- semata dari harga tanah yang murah agar dapat menutupi beban suku bunga yang tmggl dan
- memanfaatkan pertumbuhan ¢konomi yang sedang tinggi.

Pada periode mendatang dimana pertumbuhan ekonomi dan industri yang rendah (sampai
~sckarang) perlu pembenahan dan sinkronisasi antara pembenahan sistem transaksi dan harga
tanah dalam sistem pengeloaan tanah dan skema-skema baru dalam pembiayan antara lain;
1.Lembaga Pembiayaan Pembangunan 2. Secondary morlgage nmrkel 3 Penerb:lmz obhgas.r
( bonds) ST e

LT Kebij.ihr-ga'i'mal-‘t - .: } K;:blj; K(‘.uﬁugan . o K-ebij.l.nc-lustri-

Kundasl sefama ini

Pertumbuhan ekonomi . Jangka Pendek dan -
: Bunga tinggi

© yang tinggi

e

Harga Tanah yang murah Keunlur;ga.n Maluimﬁm

Kondisi diharapkan : L] : . W -

43

Pertumbuhan ekonomi Jangka panjang den bunga

Harga tanzh yang sesuai Ktunﬁmgan )'ang stshgi

yang sedang .- rendah
N . - L
R P “ Skema bara: A
arga tanah yang baik L Lemtaga Keuangan Parhmpmn .. Paradigma baru
fitctaptan oleh Xomisi S| 12, Secomdary mortgege mark marl'd o pembangunan reéal estat
3. Bonds . - Lo

'-'Gért&ﬂ.iarﬁ‘.lj -Ushls:t:nt'Sl-‘cle.ma- Pérﬁbfﬁyaéh a

_ 2) Slstem Pemblayaan KASIBA
- Untuk mercalisasikan skema KASIBA, beberapa tnpe pemblayaan akan dlperlukan unluk sclnp
- tahap pembangunan KASIBA- LISIBA seperti yang ditunjukkan pada dlagram Diusulkan agar
Pemerintah menyedlakan pmjaman Jangka panjang dan lunak seperti dari RDA (Regional '
Development Account) atau pinjaman luar negeri yang dljamm Pemerintah atau Jaminan
* Pemerintah bagi penerbitan obligasi oleh BPK sehingga suku bunga di pasaran menjadi turun.

8
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Pembangunan KASIBA L m%ﬁ‘%ﬁ Penjualan LISIBA ’ : Penjuslan Tanah
| S Femfutan R, i g :
. : pengembang stau b Pembangunan Lot Penjualan i
B pelseorangan ; Rumah i 3 Rumah
l‘emh}ngunan Kniu. Pembebasan ToTTTTIIITI TRt h_""_"': """
Prasarna Ulama R O Tanah i TS T
<Modal BPK> <Modal BPK> -’-“595‘-“-‘1’-'5”-“?'-- ' L B

=g Ef\ . L SME
Kredit Lunak/ Subsidi Kmmj mmmhmewmeﬁ
kepada Perumnas

: ALTERNATIF: 1 : ' :
o I g I ) (Penjualan "Rcs«er\'e)
R Konsolidasi Tanah T landt -

ALTERNATIF- 1 .

Gambar 2 2 4 Slstem Pcmblayaan KASIBA

(6) Slstem OrgamsaSI

D OrgamsaSI umum Pelal-manaan KASIBA RS : ' '
. Orgamsam umum pelaksanaan KASIBA yang dlmaksud adalah sebagal bcrlkut Pada dasamya
konsep organisasinya : 1. KASIBA scbagai bagian dari perencanaan kota adalah sesuatu yang
memang  menjadi kebutuhan daerah, dan untuk itu PEMDA bertanggung jawab untuk
. melaksanakannya; 2. Karéna pada saat ini kapasitas PEMDA relatif masih femah (kecuali
) __PF\'IDA DKI), Pemerintah Pusat termasuk Kementrian yang bcrtanggung jawab bidang
;'perumahan dan permuknnan pekerjaan umum keuangan dan dalam-negeri. seyogyanya ikut
chmnggung jawab untuk membantu secara tekms/pemndangan/pemblayaan baik sebagai
~ koordinator pelaksanaan proyek KASIBA sesuai dengan kewenangannya, sementara PEMDA dan
- BPK bcrtanggung jawab secara substmsnal KASIBA Dengan alasan ini maka bentuk organisasi
tercermin adanya keterlibatan Pemerintah Pusat. Selain daripada itu,sesuai maksud pembangunan

S KASIBA dengan pengclolaan oleh BPK, ‘perlu dlbentuk dinas yang secara khusus membina

- perkembangan KASIBA untuk masa mendatang di dacrah serta pcmbcntukan Komisi/Panitia
- Evaluasi Tanah seperti yang telah dibahas sebclumnya serta memberdayakanfmemperkuat Perum
- Perumnas scbagal “tangan kanan” Pemcrmtah Pusat untuk memprakarsal proyek KAS]BA

| L sebagal BPK maupun penyelenggara LISIBA
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C Pen)elenggara LISIBA

Bupati / Waliketa L 'J Pengembang swasta
Badan Pengelola

KASIBA (KMB)

Divisi KASIBA

L) 4 _—
Promotorfinisiatorfkoordinator 7T TTTTT T oTmoToos
Pemerintah Pusat  ~ Mestedysng bertasggung fanab Pemeriniah memprakarsa

- bidang: V
« Perumaban dan Permukimen KASIBA
« Pekerjann U'mum .
- Keusagsa
- Dalam Negerd

Gambar 2.2.5 Organisasi unfuk Pelaksanaan KASIBA

2) Orgamsas: Badan Pengelola KASIBA _ . R '

UU No. 4/1992 menetapkan bahwa Badan Pengelola KASIBA ad'llah BUMN BUMD atau
lembaga lain yang ditunjuk. Di Indonesia BUMNIBUMD dikategorisasi kedalam Perusahaan
Umum (Perum) dan Persero. Dalam Lamplran peluelasan UU NO.4/1992 tentang Perumahan
dan Permukiman, khususnya Pasal 20 mengenai BUMN/BUMD (Badan pengelola KASIBA)
- adalah sebagal berikut : “... usahanya ditujukan untuk menmgkatkan kesejahteraan masyarakat
dan kemanfaatan umum dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan”. Dilaporkan dari -
kebijaksanaan pemerintah bahwa Pemerintah tidak akan membentuk Perum baru %edangkan
- Persero yang ada akan dlprxvallsaSI Ada 3 bcntuk orgamsqsn BPK yang diusulkan

Lebih aman dll\atakan bahwa semua allemahf b]sa saja mungkln tcrgantung pada perbedaan
kebutuhan dan situasi pembangunan kota dan perumahan setempat. Untuk ltu peraturan mcngeml :
- KAS]BA seharusnya dlrancang dan terbuka un{uk bcrbagal altemanf '

-'Perhauan serius harus dlbenkan pada kemampuan pelaksanaan dan orgamsasn khususnya p'&da
periode awal pelaksanaan KASIBA. Diantara 3 alternatif , alternatif-2 merupakan altematil yang -
derajadnya paling tinggi dalam kaitan kapabilitas teknis pelaksanaannya Pada premis ini -
dirckomendasikan bahwa proyek KAS]BA mulai dengan alternatif-2 dan bila berhasil diperluas -
- menjadi alternatif-3 dalam rangka mempcrkuat kapasitas Pemda, dan untuk altematlf-l bllamand _

i berupa pembangunan skala besar yang men_;adl kcbutuhan pemullhan ckonoml d1 Indonesra

“Tabel 22,6 Bcberapa bentuk Badan Pengelnla KASIBA .

Bemuk Orgamsasn LT L T Kelcbihan pmet S
V—l Pembcntu_kan Perum Untuk melaksanakan kebuaksanaan SNERUEE leentuk di struktur, dan dlke!ola
baru {(dibawah - . pemermtah dalam bentuk Perum, Perum baru " secara lebih spesifik untuk .

" Pemerintahan Pusat) ~ dibutuhkan untuk meniobilisasi sumber daya - kepentingan nasional
: Co . Pemerintah serta untuk membuka wawasan - 0 oo o
s SRR . KASIBA sebagai proyek nasional D I TR R
V-2 Scbagai cabang dari .. BPK dikelola scbagai cabang Perum daripada  Perum yang ada telah mempunyai

© Struktur Perum . Perum baru ataupun Perum yang ada. -~ - . kredibilitas untuk mendapatkan .
- ' Pemegang Saham tetap Pemerintah yang ~loan dan menerbitkan obligasi, - e
- diwakili oleh Menteri Keuangan, Kelihatannya kemampuan teknis dan pengalaman -
* lebih praktis dan bila menggunakan Perum < - di bidang pembangunan perumahan 5
- yang ada, maka itu adalah Perum Perumnas - * dankota -
V-3 BUMD .+ Pemilik adalah PEMDA dan diwakili oleh .- Lebih responsif dan menyesualkan
~ (dibawah PEMDA)  SEKDA (atas nama Bupati / Walikota) . - dengan kcpcnlmgan dan persoalan
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Struktur Badan Pengclnh KKASIBA (Scbagai cabang dari Perum)
Struktur organisasi Badan Pengelola KASIBA yang dlkclola Perum dnwuudk'm pada Gambar
2.2.6 scbagai berikut : . ,

* Pemegang saham (pemilik)

Pemerintah di“’aki_li Menteri Keuangan

* Sfruktur Perusahaan  —
o : _ _ ————I Dewan Pengurus ]
) IR . Dewan Direksi I
.- Unit Manajemen__~ '~
CCabang T AR 1 ****** ;
1 1
. i Irewan Pelaksana E E [ Dewan Pelaksana ' :
: I:lj i : I H
W Divisi o : V| Divisi oL :
- - 7 L] ¥
HOooo ool i DDDDD;
P H 1 H
[ S B [

,Ca.mf_:.val"' 2.2.6 Organisﬁsi K_AS]BA (unit m:éﬁajcmén: dari ?erurﬁ) - '

1 Pcmegang saham I pemlhk adalah Pemermtah Pusat yang dnwak;h Menten Kelrmg'm .

- 2. Organisasi terdiri atas dewan pengambll keputusan dan dewan pelaksana;
‘3. Pengainbilan keputusan dibuat oleh Dewan Dlrekm dengan mempelhmbangkan rekomenddsn '
- dari Dewan Pengawas; . '
4. Pclaksana Badan Pengelola KASIBA (BPK) dntugaskan olch Dcwan DlrekS| Perum yang -

. tenaganya bisa diambil dari. sumbcr mtcrnai (Pcmm) '1tau d'm sumbcr ckstemal (darl '
- PEMDA d'm Umversuas) :

- (7) Pcraturan dan Perundangan

o ngkasan pembebasan akan dijclaskan lcblh lanjut scdangkan pcngumsan yang pcrlu dllakukm
. adalah sebagal benkut : - . N : L n




- LAPORAN RINGKNAS

Tabcl 2, 2 7 Pokok—pokok Pengaturan Perundangan yan (llperlukan

~ Variasi Peraturan dan Perundangan Sasaran
* Persetujuan . Memasukkan KASIBA dan Rencana Tata  Memberi wewenang pentingnya proyek
Pemerintah . Ruang untuk kepentingan masyarakat kota
' (menjadi dasar bagi pengesahan lebih
_lanjut) -
Pengesahan Rencana Pembangunan Untuk mengamankan kepentmgan
L KASIBA &= - - S - masyarakat dalam pelaksanaan
Variasi X-1 Kountrol harga tanah, penguasaan, Untuk mengamankan pelaksanaan dan
Penyediaan = pengambnl ahhan ' lancarnya (pemulihan biaya) KASIBA
" prasarana dan tamah ' : o ' :
Variasi X-2 ' Konsohdas: Tanah (K/T) sebaga: Untuk mengamankan kepastian
- KIT - kewajiban _ pelaksanaan proyek S
Variasi X-3 : Insentif S - Untuk meningkatkan niat pemilik tanah
~ Land pooling : ~ o ikut dalam proyck
Variasi X-4 .~ Pembayaran iuran (charge) pengembangan Untuk menutupi blaya (cost recmery)
Pcmbangunan - LISIBA * proyek :
realestat . Penyusunan keputusan- kcpulusan dacrah ~ Untuk memelihara standard lmgkungan
: untuk LISIBA - .. " kehidupan

Variasi X-5 (Modnﬁkasn X- 4) Varla51 X-6 (Mod:ﬁkam X-2) Variasi X-7 (Kombmasu X-1 dan 6) sama dengan
 diatas

1) Kelihatannya semua variasi sistem berlaku dan dapat dilaksanakan baik berdasarkan
perundangan yang ada maupun peraturan-peraturan yang akan dlbuat Yang penlmg serua
harus berjalan sccara efisien dan layak dilaksanakan. -

2) Tentu saja ketika penetapan lokasn itu dllakukan dllatarbelakang: oleh lu}uan (u_luan tertentu _

- Anggaplah ada “hak istimewa” dibenkan kcpada pengelola untuk memaksa pemilik tanah

- agar melepaskan haknya dalam rangka mewujudkan dan mengamankan pelaksanaan proyck
" sebagaimana dimandatkan olch masyarakat.

~ 3) Akan mudah dikatakan bahwa kelayakan proyek sangat tcrgantung pada “hak msnmewa

U tersebut, Seberapa jauh “BHak Istimewa” itu diberikan tergantung pada seberapa jauh

o pentmgnya/penerlma proyek bagi masyarakat. Oleh karena itu pengcmbangan KASIBA harus

' dlperlnnbangkan masak-masak dari sudut kepenlmgan masyarakat

Jadi denajat “hak lstlmcwa akan dlputuskan berdasarkan derajat penenmaan masyarakat Yang
- menyangkut lokasi (site) nya, pengelolanya harus merencanakan dan harus mendapat perselu_urm
secara demokralis melalui  kontrol masyarakat, - konsultasi dengan * pihak-pihak “yang .

berkepentingan yang dicerminkan pada rencana, Penenmaan masyarakat merupakan langkah_ S

yang mantap dalam pclaksanaan proyek

_ :-.22 5 KASIBA Slstem-3 dan Pengcmbangannya o

" Diantara variasi-variasi pengembangan sistem KAS]BA pnonlas periama bagl Kantor Mcntcn '

Ncgara Perumahan dan Permukiman (sekarang menjadi Departemen Permuklman dan
- Pengembangan Wilayah) diberikan pada KASIBA sistem-3 untuk dilaksanakan sesuai Peraturan -
~Pemerintah No. 80/1999 tentang Perumahan dan Permuklman Panduan KASIBA dan petunjuk .
~ teknis (manual) dirumuskan / dibuat berdasarkan KASIBA mslem-’.’- Selanjutnya penyiapan -

~ perbaikan sistem dllakukan untuk mengantns;pam permasalahan yang muncul pada penerapan
- KASIBA sistem-3 'agar penerapannya dalam pengelola pcmbangunannya dapat berjalan efekfif .
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- (1) Justifikasi dan Pcrsoalan'yang mungkin muncul pada KASIBA Sistern-3 (Land
‘ acquisition and provision)

1) Justifikasi KASIBA Sistem-3 - -

Penyediaan dan pembebasan tanah untuk para pcngcmbang (melalm BPK) harus dl_]llSllﬁk’lSl
dengan tujuan dan keterpaduan proyek pembangunan kota dalam rangka mewujudkan kebutuhan
masyarakat akan perumahan, untuk mendorong secara langsung pihak-pihak swasla‘untuk
memobilisasi sumber pembiayaannya, tekoisi, praktisi dan sumber-sumber lainnya untuk
mewujudkan aspmsn masyarakat dﬂlﬂl'll mcmenuhl kcbutuh'm rumah -

2) Persoalan yang mungkm muncul pada KASIBA Slstcm 3 ‘

KASIBA Sistem-3 dllempkan harus dengan kekuatan hukum yang kuat untuk melarang

pembangunan perumahan skata besar oleh pengembang di luar KASIBA dan adanya hak penuh

bagi BPK untuk membebaskan tanah. Kerugian yang didapat dari penerapan hukum untuk -

mcngamankan pelaksanaan proyek dengan maksud diatas antara lain seperti  Kemungkinan

harga tanah naik sebagai akibat kelangkaan karena ada larangan pembangunan di tempat lain,
- pelanggaran hak properti pemilik tanah karena adanya hak untuk membeli tanah (membebaskan)
* dan adanya blokade (monopoli tanah) !eihadap pembangunan kom investor realestat, dan
_ senmanya yang pada nkhtmya aktm mengperlambat penyedman rtmmh daiam KASIBA

| .(2) Rckomcndam KASIBA snstem Menycluruh untuk Pcmbangunan Kota dan Pcrumahan
secaraterpadu ! . :

' 'Dalam rangka untuk mcngurangl pennasalahan—pem1asalahan yang mungkm muncul Kawasan

* Promosi KASIBA harus diajukan. Dalam kawasan ini, beberapa tipe pembangunan realcstat oleh

pcngcmbang K/T olch pemlllk tanah, juga ijin-ijin pembebasan tanah tetap berlangsung, ehmgga ]
- terjadi diversifikasi penyedlaan tanah untuk pcmbangunan perumahan dan kota. KASIBA tetap -

S dlkembangkan pada kawasan pengembangannya (proyck KASIBA) dcngan hak-hak_khusus

~untuk membebaskan tanah bagi kepenlmgan masyarakat serta untuk menghmdarl pe]anggaran
N hak propem oleh Pemermtah IPFMDA : ol :

" KASIBA . " Langkah-langkah Strategis_

- Kawasan Promost KASIBA - -7 Pelarangan pembangunan di fuar KASIBA
R RN S Koordinasi/pengendalian pembangunan dldalam KASIBA
' Kawasan Proyek KASIBA - - *7 " Wewenang Pelaksanaan Proyek

(ﬂlemlllkl hak membell tanah dan pengelolaan kawasan)

L 23 . L
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- . Kawasan Promosi KASIBA (KAS[BA
“‘“‘“‘-‘-’“9' Sistem-1, melarang pembangunan di

luar KASIBA
]J.ITt]llIl!lrl " AR S PR
- Asosiasi Pemilik ] ‘Pengemban H4| | Pengembangs:
- Tanah H asta .‘i“ sv.asla ‘ T T T o
N FC— Lot b +  KawasanProyek KASIBA - - .
K Asosiasi Pomilik //57 ///// . . 5 (KASIBA sisten1-3, Pembelian tanah -
E e . HiLISIBAYL /LISIBA / .7 untuk LISIBA, dengan atau Ianpa Hak
[YENYNPENESIRE ) /////// ///// o Pembaehan Tanah) '
BEAREUURROENENNI .
- Asosiasi Pemilik 1 //lg/l,{!\/?:/ g/l;/A/; Co _ _
| Tandzh H ' :
[ otckatobebdedobebedebulaind] /////// ////// Konsohdau'l‘anah ((olalatau sebaglan) :
S (KASIBA Sistem-2, lermasukjarmgan prlmcr .

dan sekunderlmgkungan) N
* Gambar2.2.7 Kcterpaduan'Pembaﬁgunan'Péi‘hﬁlah_an dan Kbta_moael KASIBA .

(3) Slstemahka Perencanaan dan Pembangunan kota dalam Refm mas: Pemermtahan

Beberapa langkah perbalkan dan program dalam sistem pengelolaan tanah dan kota di lndonesna

telah berjalan begitu cepat di cra reformasi pemerintahan pada m’xsmg-masmg kementrlan L

~ Mercka tampaknya bckerja secara sendm sendln dan tanpa koordmasn dlanlara mereka Ada 2 isu

“utama ' s

1. ljin loka31 atau l_]m unluk membell tanah Dan munculnya bemh bemh tekanan dcmokrasr
" BPN mencabut wewenang memberlkan 1_|m lokasi yang selama ini tclah membawa persoalan

. dalam pelanggaran hak properu seseorang dan dialihkan kepad'\ PEMDA Menteri Dalam .

- Negen sedang mempers;apkan ijin Pemanfaatan Ruang sebagai penggantl ijin lokasi.

© 2. Sistem Pembangunan Kawasan Perkotaan. Kementrian Dalam Negeri telah mempersnapl(an

"RPP tentang Pemerintahan dan ' Pengetolaan Kawasan Perkotaan sesuai dengan . -

_kebijaksanaan desentralisasi yang diturunkan dari UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan
Dacrah. Masih belum jelas apa hubungan anatar RPP ini dan kcbuaksanaan KAS]BA yang '
akan melarang pembangunan perumahan di luar KASIBA '

Menten R R Landasan Hukum S ‘i < Isu-isu utama

Menteri Agraria/ Kelua BPN ... UU Pokok Agraria - .. .~ .- “ljin Lokasi” pengallhan Ijll'l perolehan tanah P
‘ S T kepada PEMDA S
- e : C e e - Penyiapan UU tentang Konsohdam Tanah
Menteri yang membidangi - UUtenlang Pemmahan dan " KASIBA dan LISIBA Berdiri Sendiri : ,' o
Perumahan dan Permukiman Permuklman R sekallgus sebagm |_|1n perolehanlpembehan
o : T tanah ' ,
Menteri Dalam Negeri_ D UU tentang Penataan " “I_|m Pemanfaatan Ruang” T
' : o - Reang 7 < ... . *Pemerintahan dan Pengelolaan l(awasan

~=. UU tentang Pemermlaha Perkotaan =
" Daerah (Desentrahsam)

Ada semacam isu yang salmg bcrtcntangan yang pcrlu dldudukkan bersama sekallgus untukrgf
mengembangkan koordinasi yang lebih baik dalam sistem pengelolaan dan pembangunan kota

pada pemerintahan mendatang, Sesuai ide yang diusulkan agar perencanaan dan pembangunan o

- kota lcbnh snstematls serta langkah langkah yang perlu dllakukan oleh masmg masmg Menten : :
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. dan Badan Pemerintahan, termasuk yang menyangkut soal KASIBA. Usulannya adalah peraturan
yang menyangkut tentang Pemerintahan dan Pengelolaan Kawasan Perkotaan perlu melarang
_ pembangunan kota di luar kawasan yang dikembangkan dan melakukan koordinasi untuk
pembangunan yang berada di dalam kawasan pengembangan, sedangkan KASIBA sccara
spesifikasi dikembangkan khusus untuk pembangunan perumahan dan kepentingan masyrakat.

" Sistem Ptﬁgtlolain Perencansan kota di PEMDA

P ——— .;
i
_ Ka“asan terbangun (yanggda dan perluasan) ] Eewasun reacans Penatasn Ruang :
Kawasan IR " A : : 1. Kawasan pengembangan 1
Pengembangans P E!ustmg bunlt up area ) - 2 Rencana Penggunaan Tanah :
Peremajasn : el s B 1 3.Rencana Prasarana i
Kota : = 4. Penetapan Kawasan Peagelolazn 1
H Kota Baru : :
[ A H
PV i
Lo < - ‘fL Kawassn Peagelolasn Kota Bary -1
PIKT cleh § 1. Meclsrang pembangunan di luar Kota aru :
Pemda S RRRRLRALLARE § i EESIEECEEE L] N e § 2. Koordinasipengendatian Pembangunan di i
H ASOSIBSI Pemlll'k-- i Pengembang ;. gPengcmbang I . dalam Kofa bary ]
- Tanen - H |3 =

_Swasta f ; S“BS!E §: —n-nua-n-e-.l ———————————— -

TR AR 7//// 777777
H Asosiasi Pem:h.k:: LISTBA l LISIBA2

NI [ 722020, //////
TITTTITT1TT1]) ///// ////
Asm1a5| Pemlhk: LisIB LISIB /
bttt ////// //////

3 4 L
thasan Honsohdzsl T:n:h (lol:l p: rsul) o
(Prlsarsna prlmerlsekunder)

2 Proyek KASIBA . .
" (Pembebazan Tanah dcng:m a'au lanpa lla\c
Pcmbchan Tansh) X

L ————————————y
. .
.

. Gambar 2.2.8 Pcrencanaan dan Pembangunan Kota vang Slstcmatls termasuk
- Sistem KAS!BA :

-2 ‘2--6 Panduan Proyek KASIBA dan Petunjuk Tekms Pelaksanaan .
. (1) Panduan untuk Proyek KASIBA .

' Dengan semakin luasnya wewenang dan tanggung _|awab Pemermtah Daerah (PI*MDA) dalfim
' menyelenggarakan desentralisasi, PEMDA bcrtanggung _|awab penuh terhadap ‘manajemeit
- pembangunan perumahan’ dan kota pada kawasan otonominya. Dalam situasi ini PEMDA harus
bertanggung jawab untuk segera membentuk organisasi yang mcmprakarsal suatu lcmbaga yang
akan menyelenggarakan proyek KASIBA. Dalam situasi ini PEMDA harus bertanggung jawab
- pertama dalam pembentukan organisasi proyek KASIBA. PEMDA harus berinisiatif dan

" bermotivasi menmgkatkan kapasitas untuk melaksanakan proyek KASIBA menjadi’ hal ‘yang

. sangat pentmg Panduan ivi dihadirkan dengan harapan dan tujuan bahwa aspek penting N
. KASIBA yang hm us diperhatikan di daerah oionom adalah bergantung pada kes:apau dan

- pemahaman PEMDA lerhadap kerangka KASIBA

P Panduan akan (erdm atas l Panduan Pcngembangan tentang kepentmgan masyarakat dan Es
_ perencanaan kota 2. Panduan orgamsas1 organisasi yang berorientasi pada masyarakat dan - -
mrlaba 3 Panduan Pcngclolaan pcncapalan tu_luan dan sasaran, efcktlf dan ef' isien, keterbukaan 7
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dan pengelolaan tanah yang komprehensif, 4. Panduan Pembiayaan: Swadana 5. Panduan
ngkungan : “Lnvironment-IF rlendly Town” (Kota ramah lmgkungan) ‘

: (2) Pctunjuk’lckms

Prosedur umum pelaksanaan KASIBA disusun sedemikian rupa sesuai dengan kegiatan-kegiatan
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serta kegiatan terangkai secara logis dan bertahap.
Urutan-urutan proses pelaksanaan yang telah dibuat, petunjuk teknis penyiapan dan pelaksanaan
proyek KASIBA dibukukan secara terpisah.

2.2.7 Rencana"l‘in_da.l_{an' ul;tui( Mempra.l{a.rsai KASIBA

Pemermhh Pusat h'll'llS segera menggelar keglalan KA'SIBA kepa(la Pi M!)A lampaknya akan
~ sulit menerapkan KASIBA tanpa sponsor Pemerintah Pusat terlebih dahulu, terutama pada pilot

proyck yang akan menerapkan sesuai dengan PP yang ada. Untuk itu ususlan rcncana tmdak'm -

- dan kcglatan keglatan yang dlperlukan adalah seperll dltlljl.lkkﬂll di bawah ini.

Tabel 2.2.8

Rencana"ll‘indakan “ll‘r.lt‘l_.ll:( Memprékai‘s'ai KASIBA ‘
Melengkapi Peraturan :

Kepulusan Menlen Menferl menteri terkalt yang dtle!apkan oleh PP segera menyusun kepulusan

Menteri yang mcnyangklt pelaksanaan
Melaksanakan Pr!ot Proyek -

Kegialan yang digelar

Suatu Pilot Proyek yang memenuhl syaral sebagai percontohan

Gugus - Tugas - beniukan
Pemgrintah '

Pemerintah Pusat / Daerah mcmbentuk gugus lugas untuk mendalaml Pllot
Proyek . -

Pelaksanaan proyek

Dalam pelaksanaan, Konsohdasu Tanah perlu dlcoba dlrumuskan sesuai dengan
keglalan keglatan diatas S CE e .

Pembangzman Pra_)'ek KASIBA

Usulan - lokasi Proyek Mengacu pada has:lsiudl ini
KASIBA dan Proyek
Pembangunan Lo e : ] 3
Pengembangan Kapasilas D:scmmam pendld lkan dan pelanhan kepada aarat PEM DA (semmal Iokakarya
PEMDA | latiban di kelas) ..
Pembentukan Dinas Pembangunan Kota (lata kota) d1 PEM DA dan penunjukkan
tenaga-fenaga teknik uniuk memperkuatdmas o
RN o .| Penyediaan anggaran . ST : :
Pengembangan - kapasilajs_ Pembentukan bagian ustuk urusan KASIBA terutama pada Lementnan yang

Pemerintah Pusat -

mcmbldangl masalah permukiman (adm1mslrasn panduan promos: mommnng
proyek) . ’

‘Pembentukan baglan untuk urusan proyek-proyek pcmbangunan kota di

Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Dcpaﬂemen Permuklan dan
Pengembangan Wllayah) ' B G

: konsohdasn lanah

Penelitian dan Pengembangan :

T

dan

Perkuatan  penelitian
0 untuk

Pengembangan

Badan Penelman dan Pengembangan Permuklman

Unwersuas -

; Slrategl penerapan KAS]BA seyogyanya dliaksanakan secara snmultan berupa keglatan pllot L

proyek dan sckaligus pembangunan proyck KASIBA itu sendiri, Pemrakarsa (Pemerintah / B
- PEMDA) akan menguji, melalui pengalaman-pengalaman yangdldapat terutama untuk perbalkan', .
N bldang tekms dan- peraturan—pcraturan S|stcm KASIBA dan” dan kasus akan menunjukkan o
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kelebihan-kelebihan sistem KASIBA sccara nyata. Pemahaman masyarakat akan kelebihan-
kelebihan otomatis semakin menmgka( Selama ini KASIBA belum banyak dipahami dan hanya
_bcberapa p:hak saja yang tahu persis soal KASIBA. Dalam hal ini diseminasi dan pelatihan
kepada PEMDA termasuk Pemcrintah Pusat menjadi sangat penting dalam pelaksanaan
- pembangunan KASIBA. Proyck KASIBA tidak akan berkembang dan meluas apabila hanya
~ menunggu inisiatif PEMDA. Pemerintah Pusat diharapkan mempersiapkan proposal mengenai
proyek KASIBA kepada PEMDA Pada akhitnya, dirckomendasikan bahwa studi ini dilakukan
unluk menemuk‘m lokasi yang cocok bagl pembangunan KASIBA di Metropolitan Jakarta.

22 8 K'csimpulan dan Rekoﬁlendasi'Pembangunan Sistem KAS]BA
(1) Bebcrapa cara smtcm Pembangunan Kota Model KASIBA |

. KAS[BA didefinisikan secara luas scbagal : “KASIBA adalah sistem pengelolaan (manajemen)

. dan pengawasan kota dengan cara menenfukan kawasan tertentu untuk kemudian dikembangkan
. dan dllaksanakan sebagal proyek pcmbangunan kota dan perumahan”. Berdasarkan definis
_ umum terscbut, variasi sistem pembangunan di Indoncs;a diklasifikasikan kedalain 3 tipe sistem _
. dan dlterapkan dalam KASIBA, Tiga (3) sistem yang diusulkan bukanlah alternatif, tctapl
' dlrekomendasnkan sebagai plllhan yang dlmanfflatkan/dlterapkan sesuai dengan situasi yang
~ berbeda-beda tergantung pada kebutuhan pembangunan kota dan perumahan setempat. Dapat
dlpashkan bahwa berbagai sistem KASIBA yang dlusulkan tidak konlrad1k31 deng’m uu No
.:4/ 1992 tentang Perumahan dan Permuklman SEET

'. (2) Inovasn langkah langkah Pembangunan Kota dan Pertanahan d: Indonesna Me]alm
Sistem KASIBA -~ SR : '

[)1lakukan untuk memanlapkan s1stem KAS]BA Walaupun demlklan harus dltekankan bahW'l '
. apa yang dilakukan semua ini, dimaksudkan sebagal inovasi dan perbaikan bagi perencanaan kota -
~ di Indonesia dan sistem pembangunan itu sendiri melalui berbagai kajian terutama pada sistem .
. KASIBA. Umuk ilu dlrckomendasikan untuk tetap melaksanakan penelitian dan pengajian .
. dcngan l'mgkah langkah yang inovatif bagi perbankan sistem KASIBA demi kemajuan snstcm E
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota d1 Indonesia. '

_"(3) Alib Teknologl bag: PEMDA

- Sistemi. pclaksanaan dan prosedur sistem KAS]BA dlSlapkan/dlrumuskan dalam bentuk ]’anduan
untuk Proyek KASIBA dan Petunjuk Tekms (Manual) untuk prosedur pelaksanaan ' :

R 'Dalam proses perubahan yang terjadl dalam 31stcm pemermtahan yang drastls mengarah kepada '-

o otonom pada Pemda, yang sampai saat ini beium ada kejelasan pada akhlmya menjadi tanggung

- jawab sepenuhnya Pemda untuk meiaksanakan 31stem pembangunan yang d}plhh untuk -
: dllaksanakan L S . : - : :

: KAS]BA bukanlah satu-satunya snstem tetapn sistem pembangunan kota dan pcrumahan yang

- sifatnya universal sebagaimana tercermin dari sistein-1, 2 dan 3. Panduan dan Juknis (manual)

7 KASIBA dirancang untuk menarmbah pcngetahuan Pemda dalam perencanaan dan pembangunan

e Kota melalm Proyek KASIBA. Bagalmanapun yang pentmg afau cara terbaik adalah Pemda dapat -

" sccara efektif dan eﬂsnen mcmanfaatkan dan menerapkan proyek KASIBA untuk memcnuhl
-kebutuhan daerah (lokal) R T d om0
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(4) Sistematisasi Perencanaan dan Pcmbangunan Kota dalam Reformasi Pemevintahan

Beberapa langkah dan program untuk mcmperbarkl sistem manajemen kota dan pertanahan pada

Pemda diusulkan dan dibentuk sc]mbungan dcngau reformasi pemermtahan khususnya dalam
rangk‘r kebmksanaan desenlrahsasr

- Boleh jadi dapat dikatakan bahwa Pemda belum srap dan tcrkoordlmsl teruhma menyangkut
- sistem perijinan seperti ljin Lokasi / ljin Pemanfaatan Ruang / ljin l’enggumm Tanah dan
Sistem Pembangunan Kota seperti KASIBA yang diperkenalkan oleh Menteri Negara perumahan

dan Permukiman dan Pemcrintahan dan pengclolaan kawasan perkotaan yang drpcrkcnalkan oleh
Menteri Dalam Ncgen '

Dua Alternauf yang dl'l_]llk‘lll untuk mengmtcgrasrkan kcdalam pcrcncanaan kota dan sistem
pembangunan di Indonesia : “KASIBA scbagai bagian dari Percncanaan Kota (City Plannmng —
oriented KASIBA) atau KASIBA scbagai Proyck Perencaan Kota / Project Oriented KASIBA).
Kebijaksanaan dasar dari perbaikan sistem KASIBA adalah bagaimana agar pembangutian kota
dan perumahan lebih fleksibel dan adanya kcpastran dalam kerangka pcmbangunan kota dan
perumahan. Sistem pengawasan dan pelaksanaan pembanglman kota melalui cara KASIBA
secara terpisah diterapkan dalam Kawasan Promosi KASIBA (KASIBA Urban Promotron Area)
dan Kawasan Proyck KASIBA (KAS[BA Urban Prolect Implememauon Area)

Altcmatrf lain adalah kcterpaduan KAS]BA dalam sistem’ percncanaan dan pembangunan kola
dalam bentuk Kawasan Pemerintahan dan Pengelolaan Kota Baru yang diusulkan oleh .
' Depar(emen Dalam Negeri. Dalam hal ini KASIBA scbagar Proyck percncanaan kota drterapkan
: dalam kerangka perencanaan kota yang lebrh luas . . '

5(5) Rencana Pelaksanaan S |

_ Pemermtahan Pusat harus scgera menjabarkan upaya keglatan pelaksanaan program KAS]BA
yang dilaksanakan oleh daerah terutama pelaksanaan tahap awal pada pilot proyek. : ‘.
Rencana tindakan yang diusuikan sccara’ simultan yartu “Peiaksanaan Pilot Proyek” ‘dan
. “Perluasan Pengembangan Proyek ' KASIBA™. : Kemudian - “termasuk - melakukan
dlsenunasrlpe!atrhan tentang KASIBA dan pcmbangunan kota kepada PEMDA dan studi ini

untuk mendapatkan lokasi-lokasi yang cocok untuk pembangunan KAS]BA dcngan contoh dr :
Mclropolrtan Jakarta . : : S

2.3 | Pengcmbangan Srstem Konsolrdasr Tanah

| 2 3, 1 ; Batasan dan Cm Konsolrdasr Tanah dr Indonesra S e iy

: '(1) Kebuaksanaan Pertanahan dan Prmsrp prmsrp Konsohdam Tanah

Pclaksanaan Konsolldasr Tanah dr Indonesia didasarkan kepad't Undang Undang No 5 Tahun R
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Secara prinsip UUPA ini . mengalur' o
_f'rcmpat hal pokok penting yakm a. Pengaturan Penguasaan Tanah;  b. Penatagunaan Tanah; c. -,
Pengurusan Hak Atas Tanah; d.. Pendaﬁamn Tanah. Pada tahun 1991, Badan Pertandhan -~ -
. Nasional telah menerbrtkan peraturan dan ketentuan pelaksanaan Konsolrdasr Tanah di Indonesia -

. ;'yakm Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tcntang Konsolrdasr Tanah.

Disamping petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, petaturan- tersebut juga memuat 2

& kebuaksanaan Konsclldasr lanah Perlu dicatat dan drperhatrkan bahwa kcbrjaksanaan tcntang o
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pembangunan infrastruktur, tidak dimuat dalam peraturan tersebut (pendapat JICA Study Team).

(2) Proscdm Konsohdas: Tanah

; Prosedur pelaksanaan Konsohdasn Tanah secara umum dmmlal dcngan pemilihan lOk"lSl

dilanjutkan dengan penetapan lokasi oleh Kepala Kantor Pertanahan atau  Bupati/Walikota scsuai
kc“’elmngannya lalu pelaksanaan terakhir adalah konstruksi sctelah Realokasi  dan
pensertifikatan bidang-bidang tanah. Berbeda dengan L/R yang dilaksanakan di Jepang langkah
awal adalah pcmbangunan jatan kcmud1an pemetakan utang (Reatokasi) kemudian pendaﬂaran
tanah.

| (3) Slstem Orgamsasn .

g Orgamsam Konsohdam lanah secara kcseluruhan scbagalmana dllaksanakan oleh Badan
Pcrtanahan Nasional sccara gans besar d]jelaskan scbag'u berikut; :

L Konsohdasn Tanah dl Indonesm merupakan scbagmn darl kebuaksanaan pertamhan Dcngan
demikian instansi pcnyelenggara adalah Kantor Menterl Negara Agraml Badan Pertanahan
Nasional. : :
2. Hubungan antar lembaga yang terkait untuk mendukung pelaksmaan Konsohdasn Tanah
seperli Tim Pengendali di tingkat Propinsi dan Tim Koordinasi di tmgkal Kota perlu dlbentuk
- guna memperlancar koordinasi pelaksanaan . '
3. Pemilik tanah sebagai peserla bertindak sebagai individu. Dengan demlklan dalam tukar
3 pcndapat dan musyawarah antara badan pcnyelenggara dengan peserta atau antar pam peserta
I {1} sendiri sering menghadapi kendala, . - -

4.7 Sejak tahun 1995 Badan Pertanahan Nasional telah mendorong membenluk kelompok
. pemilik tanah (kclompok masyarakat) sebagai wadah, dlmana para pcmillk tanah dl dorong
"~ untuk bersama- -sama imelaksanakn Konsolidasi Tanah. .+ .. . N '
© . 5. - Masalah kekurangan dana khususnya pembangunan mfraslmklur dan pembangunan rumah _
© . dapat diatasi melalui kerjasama antar 0rgan13351 peserta dan perbankan atau lembaga '

B keuangan lamnya S

S BPN e : Pemerintah *
sebagai Pengelolaan Dacrah
Pertanahan c \L

T:m Pengendah / Koordmas:
. Diketuai oleh Wallkola '

" BPN Badan Pelaksanaan [~ . ) - © -
ol i b [Kelompok Pemilik]
-l SRR “ Tanah . |

Pemilik Tanah Perorangan _ __ T
. Actasindividual . : :

bt

N

S Gambar2 3 I Overall Organuatlon of LIC lmp!emented b) BPN Bt

B (4) Aspek Tekmk

e 1) Pemlllhan dan Penetapan Lokas1 Proyek

- Lokasi proyek untuk penataan melaluj Konsohdam Fanah harus mendapat persetUJuan sekm ang-

S . kurangnya 85 /6 dari jumlah selurih pem:hldpenggamp !anah yang memiliki luas areaf minimal
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-85 % dari seluruh af'eaf calon lokasi.

2) Pengambilan Keputusan .

Ada 3 unsur penting yang perlu diperhatikan dalam penenluan pelaksanaan Konsolndasn Tanah

* yaitu : Para pemilik tanah, Pemerintah Dacrah yakni Bupati atau Wahkota sclempal scrta Kantor

* Menteri Neg'nra Agrarla/chala Badan Pcrlanahan Nasional , yang leblh rinci dljelaskan sebagai
erlkut ' : .

. Bupatt/WahkOta setcmpal menctapkan lokasi Konsolldasn Tanah, yang telah dlselu_;m
sckurang-kurangnya 85 % dari seluruh pemilik tanah seperti dijelaskan terdahulu,

2. Penataan Penguasaan dan Penggunaan Tanah pada lokasi proyek Konsolidasi Tanah dapat
dilaksanakan olch Kantor Pertanahan setempat dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan

. Nasional Propinsi setelah Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Perlanahan N'lSlOll'll

~ menegaskan lokasi tersebut sebagai lokasi Konsolidasi Tanah. L

3. Hal-hal yangpcrlu dlmusyawarahl\an dengan para pelmlnktanah untuk mendapal persetujuan

- adalah: L ' : ~ :

RUPKT (Rencana Umum Pclaksanaan Konsolndasn Tanah)

Draft Rancangan Blok Desain -

Besar Sumbangan Tanah Unluk Pcmbangunan (STUP)

Desain Konsolidasi Tanah, sebagai hasil pemetakan ulang SRR

ao o2

p 3) Pemetakan ulang dan TPBP (Tanah Penggantl Bla)a Pelaksanaan) B
~ Pada umumnya kondisi Tanah di lokasi proyek adalah relatif sama, dengan demikian sumbangan
- tanah yang dlberlkan oleh masing-masing pemilik tanah adalah sama, Sumbangan tanah yang
-~ digunakan untuk peiaksanaan Konsolidasi Tanah, fidak dihitung secara akurat berdasarkan harga
~ tanah baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Konsolidasi- Tanah, sebagalmana halnya
'."pcrhitungan biaya pclaksanaan proyek. Penetapan pcrsnl persil barupun, juga dilaksanakan

* . dengan metode yang sederhana, amnya pembuatan pcrsnl baru tersebut hanya mengacu kepada o

' luas, letak dan bcntuknya

(S) SiStIEII'ﬂ. Pcﬁlbiayaaﬁ |

_ 1) Prmsnp prmsnp Pemblayaan Pelaksanaan Konsol:dasn Tanah - _
~ Pada dasarnya, beban keuangan pelaksanaan Konsolidasi Tanah harus dltanggung olch masmg- :
- masing pemilik tanah sebagai peserta baik dalam bentuk sumbangan tanah maupun dengan vang -
~ tunai, Jumlah atau besar cadangan tanah sebagal lPBP dlten(ukan oleh hasil musyawarah atau
pcrsetujuan peserta : :

2) Pcngelolaan Keuangan : T : : - T
' Dalam penyelenggaraan Konsohdas; Tanah penggunaan dana yang secara langsung dlkclola :
_ dapat  bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Propmsn ;
: Kabupateanola) maupun swadaya. Dalam pelaksanaan Konsolidasi Tanah secara swadaya blaya
dlkullp darl setlap peserta balk berupa tanah sebagal sumbangdn maupun uang (unal T

APBN dalam rangka pensertlﬁkatan tanah

- Dana yang disediakan untuk melaksanakan Konsohdas.l Tanah yang bersumbcr dan APBN .
dnkclola oleh Badan Pertanahan Nasnonal untuk pemblayaa.n mula; penataan sampau dengan -

= éo o
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~ pemberian sertifikat dan penyédiaan tanah untuk jalan/ jaringan jatan.

~ Swadaya untuk Konstrulksi, o :
- Biaya ongkos pembangunan jalan dan pcmbangunan fasnlltas wnum dan sosial dlperolch dari
- dana yang bersumber dari peserta bersamaan dengan dana dari Pemermtah l)acrah setempat
atau alokasn dam dart Dcpartemen lerkall '

. 3) Sumber Bmya RN - - o

- Sekalipun secara prinsip biaya pclaksanaan Konsolidasi Tanah dllanggung oleh pcmlhk tanah
sebagai peserta, namun tidak tertutup kemungkinan berasal dari sumber lain’ seperli APBN,
- APBD Propinsi, dan/ataw APBD 11 atau gabungan dari sumiber-sumber tersebut seperti :

Proyek Konsolidasi Tanah yang di biayai APBN dan Swadaya

~ Proyek Konsolidasi Tanah yang di biayai APBN dan APBD 1l

- Proyek Konsolidasi Tanah yang di bayai APBD I dan APBD 1I _
Proyck Konsohdasx Tanah yang di blayal Swadaya dari masyarakat .

: 2 3 2 Essensn Land Readjustment dl Jepang

Pcrbcdaan yang sangat mendasar antara L/R diJ epang dan Konsohdam Tanah di Indoncsna antara

lain adalah Badan Penyelenggara Di Jepang badan penyelenggara Konsolidasi Tanah adalah
~ inslansi pemermlah yang bertanggung ~1awab dalam Perencanaan Kota dan Assosiasi pemilik
" tanah; ‘sedang di Indonesia adalah instansi pemerintah  yang bertanggung -jawab dalam
: 'admmlslram penanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional. Perbedaan yang sangat nyaia antara
_ sistem penyelcnggara L/R tergantung pada badan penyelenggara dengan kcwcnangan dan
‘_kekuasaan yang berbeda dalam melaksanakan L/R. Esensi L/R di Jepang ditunjukkan secara
. terpusat pada struktur hukumnya Konsep mendasar L/R ada}ah kcpcntmgan umum_dan
'; kesejahteraan sosnal sebagal dasar jaminan kekuatan hukum seperti; assosiasi yang tcrbentuk
_ sccara sah peran serta yang Wajlb pelaksanaan pemetakan ulang dan lam lain,

Tabel 2 3 1 Esensn LfR dl Jepang (Struktur ]{ukum)

T Konsep Dasar dan Prmsrp prinsip L/R : ' : .
R L Porsi pembaglan blaya dan keuntungan yang adll dan Jujur bagl seluruh '
* pemilik tanah.
* 2. Pengembalian ongkos dari keunlungan pembangunan (TPBP)
3 Kontmuntas hak hak atas tanah dan utllltas o Sl

- zKeWenangan Penye!enggara Prayek L/R dan 'l'ipe/KeIasg/‘ kas: [/R o _: SR

B 1." Kewenangan untukmenyelenggarakaanR RS

- 2. Tipe dan Kelasifikasi LIR - S ‘ :
3. Kekuatan hukum berdasa:kan ke\\enangan untuk penyelenggaraan L/R RN

-+ (1) Kekuasaan pelaksanaan secara hukum pacla pemlhk tanah
7 (2) Pengambil Keputusan - SRR
@) ‘Pengendalian dan Keselmbangan S i
T4, Kekualan hukum dari pemermtah dan Assos:asn
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2.3.3  Kcbijaksanaan Pokok dan Prinsip-priﬁsip Perbaikan Sistem Konsolidasi Tanah
di Indonesia

(1) Rangkuman masalah dan Kendala yang (hhadapl

| Dcngan memperhmbangkan pengalaman pcngalaman Badan Pertanahan Nasmnal dalam
melaksanakan Konsolidasi Tanah, masalah dan kendala yang dijumpai dalam sistem Konsolidasi
Tanah disimpulkan scbagai berikut : @) Sulitnya mencapai dan memperoleh persetujuan dari para
pemilik tanah uniuk ikut Konsolidasi Tanah ; b)Keengganan dan penolakan pemilik tanah untuk
menyumbangkan sebagian dari tanahnya untuk pembangunan; ¢) Peserta sering menarik diri
pada saat berlangsung Konsolidasi Tanah karena biaya yang dirasa terlalu berat;
" d)Pembangmmn Jjalan dan fasilitas lamnya tidak di ker jak(m e) Para peseria kurang menmham:
betapa penlmgnya Konsolidasi Tanah. '

2) Rangkaian Permasalahan Konsohdam Tanah

Kendata dan permasalahan pokok yang palmg utama dljumpai oleh Badan Pcrtanahan Nasmnal

berasal dari problema struktural sehingga mekamsme pelaksanaan Konsohdasn Tanah di

Indonesia tidak berjalan dengan baik. Mekamsme dasar pelaksanaan Konsol|daS| Tanah secara

sederhana diartikan adalah pembangunan infrastrukur melalui KODSOlld'lSl Tanah guna
- meningkatkan utilitas dan dengan demikian harga tanah akan meningkat. Penmgkatan harga tfmah
' mllah yang dlgunakan untuk membrayal pembangunan mfraslruktur tersabut

Dalam praktekn)'a di Indonesn pembangunan mfraslruktur Jarang dllaksaﬂakan sebagal bagl'm
- dari mekanisme Konsolidasi Tanah, Akan tetapi pembangunannya secara terplsah dengan proyek h
+ pemerintah daerah se(empat pada tahun anggaran yang berbeda, dengan demikian pembangunan _'
 infrastruktur tidak dapat segera diikuti dengan pemetakan ulang karcna kcterbalasan dana dari
Pemerintah Daerah. Keterlambatan atau ketiadaan pembangunau mfraslruklur ini’ dalam
* pelaksanaan Konsolidasi ‘Tanah, akan menimbulkan suatu permasalahan di kcmucllan hari sebagai
~ barikut : 1. Para peserta tidak dapat menikmati keuntungan mfrastruktur dan lldak dapat pula
- mengembangkan tanahnya karena kondisi mfraslruklur yang kumng baik; 2. Para peserta akan
mengeluh dan tidak merasa puas akan hasil yang diperoleh sekalipun mercka telah
menyumbangkan tanahnya kalau jalan tidak dibangun dan sebagai konsekwensinya pandangan
terhadap Konsolidasi Tanah akan menjadi negatif terutama dalam keselmbangan keuntungan dan
biaya. Hal i ini pada akhirnya pemlhk tanah menolak part151pasmya unluk 1kut dalam Konsohd’m

Tanah
(3) Kebuaksanaan Pokok untuk Perbalkan Konsol:dam Tanah di Indonesm

" DBerdasarkan hal- hal lersebut dlatas kebljaksanaan pokok daiam perbalkan snstem L/C di uralkan P
sebagal berlkut __ S , Lo :

a l) Menmgkatkan dan memperkual kepedullan dan kesedlan publlk betapa pentmgnya

pembangunan Kota dan pembangunan infrastruktur.

2) Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan lerhadap Konscl:da31 l"anah unluk mcngurangl -
keengganan dan mcnmgkalkan parhsrpa& masyarakat b o

Tidak pcrlu dlragukan bahwa banyak penduduk merasakan keuntungan atas keberhasﬂan.

Konsolndasx Tanah dan ingin berpartisipasi sekalipun mengetahul masalah dan kendala e
sebagamlana dlsampalkan diatas. Suatu hal yang perlu diingat bahwa masﬂah ini- harus
: dlupayak'm pemccahannya agar Konsolldasx Tanah leblh efekhf dan leblh apphkabel dalam IR
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perbaikan infrastruktur dan perkotaan. Permasalahan yang sclalu muncul pada sctiap pelaksanaan
Konsolidasi Tanah ada 3 jenis yaitu ; masalah mengenai peran serta (partisipasi), Konstruksi dan
Pemetakan ulang (Replotting)/ TPBP. Ukuran-ukuran untuk meningkatkan partisipasi dalam
Konsolidasi Tanah adalah suatu hal yang sangat penling serla perbaikan konstruksi scita
pcmctakan ulang/ TPBP dimaksudkan pengaspalan jalan untuk lebih menmgkatkan peran aktif
yang lebih bcsar bagl masyarakat Indonesia.

Studi ak’m pcrbalkan snstem Konsolidasi Tanah, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan
kepercayaan dan keyakinan masyarakat atas Konsolidasi Tanah itu sendiri. Pada akhirnya perlu
- usufan pembcmukan mckanisme L/R yang dapat dioperasikan sccraa cfektif termasuk
pembangunan infrastruktur; pemetakan ulang yang tepat, akurat dan obyektif serta alokasi TPBP
agar keyakinan dan kepercayaan masyarakat atas Konsohda& Tanah scbagai sarana yang efektif
membangun : infrastruktur  dan © perkotaan di ~Indonesia.. Kescluruhannya mempunyai
- ketergantungan didalam pcndanaan infrastruktur dengan F PBP, sememara TPBP dan Pemetakan
ulang didasarkan atas infrastcuktur -~ - _
- Dalam hal ini pcrtama-tama yang amat dlslgmﬁkan adalah membuat sistem pembangunan
-~ infrastruktur dan organisasi pelaksana Kens_ohdas1 Tanah, karena kedua unsur tersebut tidak
berada dalam sistem Konsolidasi Tanah di Badan Pertanahan Nasional.

(4) Konscp Dasar dan Prmsnp prmsnp Konsohdam Tanah

Untuk n1emperba1k1 Konsolidasi Tanah dengan kebuaksanaan yang telah di sampalkan

. sebelumnya, disarankan agar mcngadopm konsep dasar dan prinsip L/R di Jepang seperti telah
-~ dibahas ‘dalam baglan 2.3.2, sekalipun teknik dan cara pelaksanaan di Jepang dan Indoncsia
- berbeda. Konsep dasar dimaksud adalah Mempromosikan kepennngan pubhk dan
) kesejahleman sosial dengan prinsip-prinsip sebaga: berikut : 1) Porsi pembagian keuntungan

" dan biaya pelaksanaan yang adil dan wajar bagi seluruh pemilik tanah; 2)Pengembalion bmya

pelaksanaan dari pembangzman 3) Konhmums hak ams tanah, mim dan uhhfas

' 2, 3 4 Vanas: bagl S:stem Penyelenggaraan dan Badan Penyelenggara KIT '

a2 (1) Jems dan Klas:ﬁkas: KIT

. Sepertl layaknya L!R K/T harus d]laksanakan hanya oleh badan pelaksana yang sah memiliki -
kewenangan hukum. Badan pelaksana K/T dlharapkan berupa asosiasi pemilik tanah ataupun .
- pemerintah, Secara bersesuvaian, 2 j Jems pelaksanaan K/T meliputi: Yenis K/T Asosiasi dan Jenis
KT Pemerintah. Scsual dengan 2 jenis L/R, badan yang memenuhi syarat unfuk melaksanakan

o K/Tdi Indonesra masing-masing ditunjukkan berikut ini, dengan mempemmbangkan ciri-ciri dan

lugas lugas yang dlamanatkan kepada badan badan tersebui
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Jenis L/R

S KT Umum | KITAsosiasi ' Cafatan
Badan Pelaksanaan AR : e
Association of Landowners e X ~ (D I Routrakhter,

: DI : Melakukan pekerjaan
Central Government "~ O Y | K/T di bawah '
{(Min. of Public Works) s . ' pengawasan Badan
_ ) Pelaksana, Perum
Local Government 7 R _ o X | Perumnas, Pengembang,
— - : — ' : Real Estat, Kontraktor .
Perum Perumnas R I O Umum, dll

(tlousing and Urban Dev. (As animplementing | - (As a member of

Corporalton) o B agency) . . . -. Landowners’
' b associalion)

Kepentingan umum dalam peningkatan
infrastruktur perkolaan dan lingkungan

. Kepenlingan pemilk lanah dalam . o
peningkatan infrastruklur perkotaan dan ’

Gambar 2.3.2 Jenis dan Badan _'Pel-a_ksana KT -

| 2) Vanas: bagl Sistem Penyelenggaraan dan Badan Penyelenggara LIR

' '-‘-,'1) VanameI‘dlIndonesna

“ Demi pemecahan pcrmasalahan dalam pembangunan mfrastmktur yang sangat pentmg dalam
* K/T, terdapat 2 (dua) cara, sebagai kelanjutan atas K/T asosiasi ataupun K/T pemermtah seperti
* telah divraikan sebelu_mnya. Peran serta Pcrum Pemmnas Qalam LfR dlllSlllk?ll‘_l bgrdasa;‘ 2 sistem.

'I‘abel 2 3 2 Vana31 KfI‘ dl Indonesna

a. Jenis KJT asosiasi yang bekerjasama dengan BPN .
b. Jenis K/T penerintah yang bekerjasama dengan BPN
. Jenis K/T Perum Perumnas yang bekerjasama dcngan BPN AR R
- 1. Peran-sérfa Perum Perumnas sebagai salah satu aniggota pemlhk tanah asosiasi UR
2 Peran-serta Perum Perumnas scbagai badan pelaksana maupun salah satu peml!zk tanah

2y Arah pemngkatan s:stem LfR dl Indonesna S - : :
* Berdasarkan uraian di atas, dapat dislmpulkan bahwa 31stem Kfl‘ yang ada per]u dmngkatkan_
seyllan dengan L/R pola asosiasi yang Iaz:mnya drterapkan di Indonesia di samping L/R pa!a
pemermmh yang ber!aku bag: Kasrba dengan mempemmbangkan berbagai faktor benkut '

1. - Agaknya mcmungkmkan Sedlkll kcsulltan dan lcblh dlsukal untuk mendorong 0rgamsasn :
- pemilik tanah dalam sistem K/T yang kini ada dan dipraktekkan. Organisasi dapat dldukung '
- oleh BPN, yang memlllkl kemampuan dan pengalaman dalam kegiatan K/T, - :
2 _Adanya kemungkinan yang masuk akal dan lebih layak bagi pembena:an L!R pola_
L 'pemermlah!umum dalam Kasiba, yang hendak dikembangkan ofeh mshtusn yang bcrwenang' )

" dan minat pemerintah bagl kawasan yang lebih luas di Indonesia. = -

3. Satu atau dua variasi yang dipilih bagi sistem Kasiba meliputi Pembebasan Tanah oleh
Perumnas dan L/R oleh Badan Pengelola Kasiba ataukah Perumnas, yang memlhkl

' kemampuan dan pcngalaman penyclenggaraan proyek '

Cw
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235 chcana Peningkat_an Sistem KT

(l) Sttuktul l)asar dan Subsnstem bag1 Slstcm K/T

Sebagaimana ter. sunpuikan di atas, sistem yang dirancang bagi penmgkatan K/T adalah K/T pola
asosiasi yang diharapkan mencakup pula pembangmmn mﬁ astruktur melalui pemulihan bmya
befdasm ‘kan pemua!an tanah cadangan. :

Komponen fisik prdyé_k K/T secara sederhana mencakup penetapan lokasi K/T, pembangunan
infrastruktur, dan pemetakan-ulang tanah. Agar komponen fisik tersebut terlaksana, sisteim K/T
- perlu tersusun atas beberapa subsistem seperti tertera berikut ini; - : :

Keabsahan hukum K/T I o Pene!apanbkasiKH ) | . . S
- o T i 3£ c -
‘ gella|l
. | ¥ eS8 ||
" Pelaksanaan Proyek - . | Pembangunan | i | pemétakan ulang EE 2 :
. : infrastruktur . - tanah({tanah oaa 5 £
c C 0 X
perorangan dan g 8 © Z

cadangan =3 @
o 15 |
st |l &

’ of
4 : y XY §
: a
Penyelesaian 7]

. 3. Sistem pembiayaan  © .. ]

’ 4 Sistem'orgér_\isas_i

_G'_amba'f 27.3.3 St_rukfui- Da'sral‘* dan ,Su_bs-ist_el_n b;gi sistem Pe.nye'lé*nggékréz_ﬁil KT -

- 0] Persetu]uan Pcmcrmtah dan Kcscpakatan Pem:hk'lanah

o Pemcrmtah daerah dltugaskan umuk meneliti proyek dari sudut pandang perencanaan kota _
kcpcnlmgan umum, kesejahteraan sosial, lingkungan sosial/alam, keabsahan dan keadilan dalam 3

-, pemetakan- u}ang, dan lain-lain. Dalam beberapa hal, persetujuan pemilik tanzh merupakan salah

satu syarat bagi perselujuan pcmenntah mengenai areal dan rencana K/T. Sistem yang sama atas
perselu;uan pemermtah sebagalmana dlusulkan dalam Kasnba dlterapkan scbagal bcrlkut

o Tabel 2 3 3 Persetuluan Pemermtah terhadap KfT -

Hal hal yang dlperlksa deml '_

Hal hai )’aﬂgdisﬂujm s Slslem hukum Lt

; o perselu_]uan '
'4’_:, ArealeI‘dan chcana chcnlmgan omumdan 77 - Tercakup dalam -
: Pcmbangunan RN kesejahteraan sosial, kcsesualan Undang-undang
< R ”f dengan rencana fata ruang, Penataan Ruang
Al Gl * program pembangunai kola s L
= Rencana Pelaksanaan K/T - "Kelayakan, kemungkinan = . " Ter‘cak_up'dalal_n e
Lo dan Orgamsam Pc!aksana i pelaksanaan, lingkungan "= :j- oot Undang-undang K/T- 7
'_}-(Asosmsn) i sosialfalam dan pengaruh -7 yang akan datang. - i

" terhadap hak-hak kekayaan -
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Tidak seperti halnya dalam proyek pengkavelingan tanah tatkala masalah pertanahan akan
terhenti scsaat sclesainya pembelian tanah, permasalahan tanah dalam K/T akan terus
berlangsung hingga rampungnya proyek. Dalam kaitan ini, proses pelaksanaan K/T dipandang
scbagai proscs koordinasi sosial terhadap pemilik tanah. Seperti halnya persetujuan pemerintah,
- areal K/T, rencana pembangunan K/T, rencana pelaksanaan K/T, dan rencana pemetakan-ulang,
yang kesemuanya akan berpengaruh terhadap hak atas pemilik tanah haruslah disetujui oleh
mercka dalam waktu yang berurutan. '

,7 3) Pengelolaan Tanah

Pengelolaan tanah mcnjadl baglan yang s'mgat pemmg bagl snstcm K/T, oleh seb'ib itu
peningkatannya sangat diperlukan.  Pengelolaan tanah dalam K/T diharapkan mampu
meningkatkan hasil guna dan pcmanfaalan l'mah mchlul pembangunan infrastruktur d'm -
pemetakan-ulang. _ - ‘ -

Tanah pada dasarnya dlkclola oleh pcmllik tanah mclahu asosiasi, scdangk'm pemermtah
hanyalah mendukung swadaya pemilik tanah dalam pengclolaan tanah.” Alat dan sistem -
pengclolaan l_anah dalam ‘KIT harus dlsedlakan bag1 asosnam Hal ters_ebut dlsarlkan berikut ini.

Tabel 2 3 4 Alat dan Slstem Pcngelolaan Tanah dalam Kf[

: ':. Tekms dalam pemetakan ulang ~ Mekanisme pelaksanaan pcmetakan ulang
- 1. Metode teknis objektif . . " 1. Kebijakan dasar dan prinsip-prinsip
a. Prinsip keterkaitan ¢ = .o o © pemetakan- ulang dalam rencana pe!aksanaan
b. Pemetakan-ulang berdasar evaluam mlan - KT dengan berdasar persetmuan pc:mllk
tanah . . .. tanah :
2. Pemetakan-ulang sementara . - 2. Rencana pemelakan ulang model da!am
3. Pemaknaan hukum atas pemetakan -ulang - rencana pclaksa-naan Kfl

1) Tekmk dalam pemetakan ulang - . S _
Mempertahankan dan menjaga keberlangsungan hak atas tanah pemanfaatan dan mlal tanah o
adalah prinsip bagi pemetakan- ulang dalam K/T. Metode tcknis objektif bagi pemct'lkan ulang ,
harus dirancang berdasar prinsip ini, Pemetakan-ulang haruslah dirancang-secara objektif dan
jujur agar terbentuk dasar bagi pencapaian mufakat ‘seluruh pemilik tanah alas rencana -
pemetakan- ulang. (Rencana pemetakan-ulang dlsetujul oleh scbagian bcsar anggota asosnaSI)

Demi tercapainya tujuan ini, BPN perlu membentuk sistem teknis pemctakan -ulang yang objckhf Sl

~yang dapat dipertanggung- Jawabkan dan ‘menarik - bagl ‘pemilik tanah “terhadap ‘rencana
: pcmelakan u]ang, beldasarkan prms;p keterkanan dan pemlalan lanah sebelum dan sesudah

Prnmp keterkaitan menyalakan bahwa lanah harus dlpctak ulang sedekat~dekatnya dengan lokasn : .
asal tanah. Tujuannya untuk mcnclptakan keterkaltan antara tanah asal dan hasil petak- -ulang, -

dalam hal lokasi, pcmanfaatan dan nitai. Namun, penylmpangan tetaplah- dibolehkan sesuai
permintaan pemilik tanah yang berdasarkan penmntaan khususnya mengharapkan agar hasil
. petak-ulang tanahnya berada pada areal pertanian dan niaga yang terpisah dari tanah
asalnya.Scbagai tambahan prinsip pemetakan ulang, pemetakan ulang haruslah dldasarkan atas

~ penitaian nilai tanah. Nilai ekonomi tanah hasil petak-utang dlbandmgkan dengan tanah asal dan' o

- tanah hasil petak- -ulang lainnya menjadl salah satu faktor-penting bagl ‘pemilik tanah untuk
memutuskan apakah akan menerima atau menotak rancangan dan rencana pemetakan-ulang.

lekmk pemetakan-u}ang berdasarkan pemlalan mla1 tanah hanya!ah dapat dlterapkan blla_ S
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‘ pcmngkatan ml‘rastruklur yang smgat mcncnluk‘m nilai tanah diwujudkan pada pxoyck K/T
dmnksud : © : :

; Pemctakmkuhng sementara bersifat khas dan merupakan sistem yang sangat mendasar datam
K/T dalam upaya tetap mempertahankan berlangsung terusnya pemanfaatan tanah dalam arti
tanpa adanya gangguan atau penghentian atas kegiatan sehari-hari di bidang sosial atau ckonoml
bagi pcmanfaatan tanah oleh pemiliknya selama masa pembangunan infrastruktur., v
Meskipun berbeda dalam hal kenampakan tanah antara aslinya dan hasil petak-ulang, undang-
undang harus menyatakan bahwa hak atas tanah yang melekat pada tanah semula tidak pernah
~ berubah melalui dan sesudah proyck K/T dilaksanakan, schingga meyakinkan berlangsung
terusnya hak atas tanah yang melckat Pemikiran ini d|dukung oleh rancangan petak-ulang yang
mcmpcrtahankan nilai fisik dan ckonomi sedckat-dekatnya mirip dengan tahap awal proyck
melalui prinsip kctcrk’utan dan peml'uan tanah yang dlscbutkan di atas.

2) Mekanisme pelaksanaan pctak-ulang : :

Karena rencana pemetakan-ulang berpengaruh langsung terhadap hak dan nilai harta masyarak'it
rencana tersebut tidak dapat dirampungkan sebelum selesainya konstruksi infrastruktur meskipun
penyclesaian ini masih dapat berubah selama masa pelaksanaan tergantung pada keadaan alam
dan sosial atas tapak proyek. Dengan pertimbangan ini, rencana pemetakan- nlang tidak dapat

* disampaikan sebelum terselesaikannya pembangunan infrastruktur,

" Dengan alasan ini, hanya kebijakan dasar, prinsip-prinsip dan metode pemetakan—ulang yang
'“dnterapkan dalam seliap proyek K/T harus dicantumkan dalam rencana pelaksanaan K/T yang
_"lr-dlSClu'llll olch pcmcnntah maupun asosmm pcnuhk tanah melalui pertemuan musyawarah ‘
. Peimetakan- ulang perlu dlrancanag secara  cermal menurul rencana pelak*:anaan Hal ini
-'--",bermakna bahwa para pemlllk tanah harus membuat keputusan mengenai kesepakatan alas
'_'rencana pelaksanaan tanpa mengetahm lanah hasﬂ pemelakan ulang mereka secara rinci setelah
- pelaksanaan proyek. - ‘ - :
S Namun demnklan kebljakan dasar dan prmsrp dalam perancangan dan rcncana pemctakan ulang
B '_"pada rencana pelaksanaan K/T tldaklah cukup bagi pemlllk tanah umuk mcyakmkan mcreka agar
menyetu;ul proyek K/T khususnya di negara sedang berkcmbang

Dengan mclm)crhmbangkan keadaan yang saling bertolak- belakang dalam pemetakan ulang, .

. (apakah harus disampaikan scbelum pclaksanaan proyek demi persetujuan pemilik tanah ataukah
o dlsampalkan setelah pembangunan infrastruktur demi kecermatan dalam pemetakan-ulang), suatu
" model rencana pemetakan-ulang perlu diusulkan untuk disertakan dalam rencana pelaksanaan
" K/T agar memperoleh persetujuan pemilik tanah dengan syarat bahwa model tersebut akan
R dlscsualkan sejalan dengan pembangunan mfrastmklur yang senyatanya . - 5

(4) Slstem Pendanaan

_ | 'V:"‘"Berbagal sumber pcmblayaan bagl KIT perlu duelaah dan dlpchIapkan Slslem pemblayaan yang '
L dlusulkan dapat dlrmgkas sepem dl bawah 1m i : R

Tabe123.5 SumberPendanaan baglKlT f.l_.' L

l Sklm kredlt pemermlah untuk K/T déngan banluan dana luar negcn v
¢ 2. Dana infrastrukiur dari pemerintah daerah _ : S :
3. MoblllsaSI sumber dana swasta (pengembang Ianah cadangan, pcrusahaan konslrukm 1nfras(ruktur)

F

- -Pcmlhk tanah yang akan mendapat keuntungan dan pelaksanaan Kfl dlharapkan agar
. menyumbangkan sebaglan dan tanah mereka untuk dlgunakan sebagal tanah bagi mfrastruktur_
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- dan juga untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Karena pembangunan infrastruktur
dimulai sebelum sclesainya penjualan tanah cadangan, badan pengelola K/T perlu mengumpulkan
~ dana sebagaimana ditunjukkan pada aliran kas berikut ini. Dengan memperhatikan pentingnya
- K/T bagi pengembangan infrastruktur dan lingkungan perkotaan, dana khusus dalam skim kredit
- pemerintah harus diciptakan seperti halnya skim kredir bagi koperasi, yang tersedia melalui bank
- komersial atau pemerintah. Sumber pemblayaan dlharapkan pula darl lembaga mtcmasmnal dan
~ organisasi banluan bilateral : : : '

——b[ Pembangrian berurpu pada masyarakat ]

Tf;nah Pa::,:_?:_" mng telahy .| Tanahdiualkepada Pengombang/Swasta alau
i . ¥ Perum PerumreBUMNBUMD

r—mﬂ e

<[rkeids dlzh BPN dan
2808 35 Penilh Tarah>

Terahutvkbfrasischr |l Pembangren Wlrasinktur |

" <Dar A Pardik Tavabs

! Fregantal i
- darapnieman

Dalam mstem Kf[‘ yang ada saal ini, pemermtah daerah bcrtanggungjawab atas pembangunan

_ infrastruktur atas biaya pemermtah daerah, sedangkan Badan Pertanahan Nasional bertugas dalam
B ‘pcmetakan ulang dan pendafiaran tanah. Sesuai aturan ini, pemermtah daerah memiku}
tanggung-jawab atas seluruh pemblayaan pembangunan mfrastruktur Berdasar keadaan demlklan
~ menjadi masuk akal kalau pemermtah daerah membentuk svatu dana K/T dalam anggaran -
infrastruktur, yang menyediakan modal dengan tmgkat suku- bunga yang rendah sebagai -
~'pengganti beban yang dltlmpakan ke pundak pemermlah daerah bagi braya pembangunan '
*infrastruktur. Sektor swasfa terlibat dalam pelaksanaan KJT scbagai pembeli atau pengcmbang
* tanah cadangan perusahaan konslruksn infrastruktur K/T dan lain-lain. Suatu hal yang biasa

_dalam praktek bagi sektor swasta memoblllsa51 kemampuan keuangannya dalam pclaksanaan :
f'LfRleepang Col e s e T e _,f - S

(5) Slstem Pengorgamsas]an o

1) OrgamsaSI menyeluruh bagl proyek KI’I‘ . : : ' 2
Jaringan organisasi menycluruh bagi pclaksanan K/Tasosnasn dmsulkan dalam sludl ini. Blasanya

di negara-negara selain Indonesia, badan pelaksana masing-masing pemermtah dacrah yang

- _mermhk; hak dan kewajlban dalam peémbangunan perkotaan dan infrastruktur’ dan suatu asosiasi

~ pemilik tanah yang memegang hak dan kewajiban atas kekayaan tanahnya. Namun demikian, di

- Indonesia haruslah diberikan perhatlan secara khusus kepada Badan Pertanahan Nasmnal yang

- memiliki hak, kewajlban dan kemampuan bagl pelaksanaan dan pengembangan proyek K/T-
sebagal berlkut. SR C i : o . . . o

hak dan kewa_]lban BPN dalam pendaﬂaran tanah berdasarkan UUPA L j ,ffi.;-‘. _" ,-

* hak BPN dalam pengelolaan tanah berdasarkan UUPA - i I
2 3. pcngetahuan BPN secara tekms dan praktls dalam KII‘ meialui pengalaman K/T yang lelah

lama : _ DI _ & G
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